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TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menimbang !

Mengingat :

il.

I,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

bahwa dalam rangka meningkatkan penpawasan dan
pengendalian  pengelolaan keuvangan dan  mewwjudkan
pengelolaan  keuangan dacrah yang cepat, aman, cfisien,
efektif, transparan dan akuntabe] serta untuk mencegah
terjadinya tindak  pidana korupsi  diperlukan  sistem
pembayaran dalam bentuk transaksi non tunag;

bahwa guna memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan
kKebijakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaon
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;
bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimann  dimaksud
dalam hurul a dan hurul b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Solok tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam
Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Solok;

. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Swmatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nepgara
Republik Indonesia Nomor 962);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 199% Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penvelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nepgara
Republik Indonesia Notor S156)

Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeoer 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Penpgelolaan Keuangan Dacrah sebagnimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2! Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah:

- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan
Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok nomor 8);
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Peraturan Bupall Solok Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Solok
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupali Solok
Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON
TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK

BAB I
HKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

L.
e

5}1

Dacroh adalnh Kabupaten Solok,

Femerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintah oleh Bupati dan DPRD menurul asas olonomi
dan Tupns Pembantuan denpgan Prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip-Negara Kesatuan Republik
[ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah  vyang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah atonam,

Bupati adalah Bupati Solok,

Keuangan Daerah adelah semua hak kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah vang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah terseburt,
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13.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
vang melipuli perencanaan, pelaksanaan penatausahaan,
pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
daerah

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkal APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
vang ditetapkan dengen peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengeuna angearan/ pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkal dacrah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengpguna Barang, yang
Juga melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.

Pemepgang Kekuosaon Pengelolaan Keuangan Doerah adalah
Bupati vang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyvelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan  keuangan
daerah.

Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah  yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah  kepala satuan  kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatard dan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Penerimaan  adalah  pejabatl  fungsional yvang
ditunjuk  untuk menerima, menyimpan, menvetorkan,
menatausahakan, dan  mempertangpungiawaban  uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional vang
ditunjuk menerima, menyimparn, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah ealam rangka pelaksanaan
Anpparan Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
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Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang
ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu,

.Bank Nagan yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank

yvang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran
transaksi keuanpgan Pemerintah Daerah

Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang
dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa
kartu (APMK), cek, bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang
Elektronik.

Pasal 2
Sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBD ini
dilaksanakan berdasarkan asas :
a. efisiensi;
b, keamanan; dan
¢, manfaat.
Asgas elisiensi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan
APBD  harus  bisa  dijalankan  dengan  baik  lanpa
menghabiskan walktu, tenaga dan biaya,
Asas keamanan scbagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf b
merupakan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan
APBD, memberikan jaminan sistem keamnanan kepada semua
pihak vang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD,
Asas manfaat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan sistim pembayaran non tunai dalam pelaksanan
APBD, harus memberikan manfaat yang besar bagi
kepentingan daerah dan semua pihak yvang berkepentingan

dalam pelaksanaan APBD.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini  adalah  untuk
mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan
keuangan daerah vang tepat, cepat, .aman, clisien, transparan
dan akuntabel serta mencegah terjadinva  penyalahgunaan
wewenang dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan

Dacrah.

BAB II

JENIS PEMBAYARAN

Pasal 4

(1] Setiap pembayaran belanja APBD  wajib melalui  sistem
pemboyaran non tunai melalui berbagai perbankan yang sah.
(2} Pembayaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. Belanja Tidak Langsung;
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Bunga;
3, Bulanja Subsidi;
4. DBelanja Hibah,
5. Belanja Bantuan Sosial;
6. Belanja Bagi Hasil;
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari;
Belanja Bantuan Keuangan; dan
4. Belanja Tidak Terduga.
b, Belanja Langsung;
1. Belanja Pegawai,
2. Belanja Barang dan Jasa, dan
3. Belanja Modal.
(3] Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
termasuk  pemotongan  pajak  sesual  dengan  kelentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,



BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI
DAN PENGECUALIAN

Fasal 5

setiap  pembayaran non tunai atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah maka:

a, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
wajib mengeunakan relkening giro;

b. Apabila pihak penerima pembayaran menggunakan bank yang
berbeda, maka pembayaran dilakukan melalui rekening giro
bendahara  pengeluaran  pembantu  dan  biava  transfer
ditanggung oleh pihak penerima;

¢, Penyetoran pajak wajib  dilakukan saat transaksi  aleh
bendahara pengeluaran ptmbnm;u melalui  rekening giro
bendahara  pengeluaran pembantu  dan  biaya  transfer

ditanggung oleh pihak penerima,

Pasal &

(1) Pembayaran  non  tunai  dilakukan  dengan cara
pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening bank penerima,

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri denpan dokumen pendukung sesuai transaksi.

(3) Bukti Pemindahbukuan dari Bank ke Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebapgai
dokumen pertanpggungjawaban keuangan.

(4) Bukti pemindahbukuan dari Bank ke penerima berupa
notifikasi bank.

(3) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu

harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.



Pasal 7

Jenis Pembavaran vang dapat dikecualikan melalul sistem

Pembayvaran Non Tunai sebagaimana  dimaksud dalam

Pasal 4 adalah:

a.

h.

| [ " e

pemhbavaran Belanja Penpgantian Transporiasi dan
Alkomodasi Non PNS;

pembayvaran Honorarium Narasumber vang berasal dari
luar Pemerintah Dacrah Kabupaten Solok ;

pembayaran  belanja makenan dan  minuman  rapat
kegiatan  yang dilaksanakan di luar dacrah Kabupaten
Solok, dan tidak dalam hentul:: belanja langsung kepada
pihak ketiga serta bersifat insidentil;

pembayaran belanja bahan bakar minyak, gas dan
pelumas,

pembavaran jasa service dan penggantian suku cadang;
pembavaran belanja pakaian dinas Bupati dan walkil
Bupati;

pembayaran belanja pakaian kerja lapangan Bupati dan
Wakil Bupali;

pembayaran belanja pakaian KORPRI olch Bupati dan
Wakil Bupati;

pembayaran belanja pakaian adat daerah oleh Bupati dan
Wakil Bupati, dan

pembavaran belanja pakaian batik tradisional oleh Bupati

dan Wakil Bupati.



BAB IV
JENIS PENERIMAAN

Pasal B

(1) Setiap penerimaan pendapatan asli daerah diterima dengan
sistem  penerimaan non Wnai melalul Rekening  Virfual
Account masing-masing jenis pend:.ll]:ratan asli daerah.

(2] Penernimaan pendapatan ash daecrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah: dan

¢, Lain-lain PAD vang sah,

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Fasal 9

(1) Pembinaan pencrapan pembayaran non tunai ini dilakukan
oleh  Sekretaris Daerah  selaku  Koordinator pengelola
Keuangan Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
fasilitasi pemenuhan sarana  dan  prasarana  pendukung
penerapan  pembayaran non  tunai;, perjanjian  kerjasama
dan/atauw nota kesepahaman dangan Bank.

(3] Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan
Belanja Daerah secara non tunai’ dilakukan oleh Aparatur
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

(4] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan

secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pacda saat Peraturan Bupati ini mulail berlaku, Peraturan Bupat
Solok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non
Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Seolok Tahun 2018
Nomor 48), dicabut dan dinvatakan tidak berlaku,

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulail berlaku pada tanggal 6 Maret 2020,
Agar seliap OFUng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraluran Bupati inl dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Solok,

Ditetapkan di Arosuka
pada tangeal |« e 2020
BUPATI SOLOK,

7t GUSMAL
diundangkan di Arosuka
pada Tanggal | Pess 3cRo
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEDLDI{,

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR W



